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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam 

penyelenggaraan pengusahaan di bidang pertambangan 

mineral dan batubara, perlu mengatur ketentuan 

mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan 

perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara; 

b. bahwa untuk mendorong pengembangan pengusahaan, 

menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, 

dan meningkatkan efektivitas pemberian perizinan di 

bidang usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu 

melakukan penyederhanaan perizinan di bidang 

pertambangan mineral dan batubara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara serta ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 41, 

Pasal 44 ayat (5), Pasal 68, dan Pasal 83 Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral tentang Perizinan di Bidang Pertambangan 

Mineral dan Batubara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali 
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diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor  

1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6012); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5142); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 

Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); 

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 289); 

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap 

Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang 

Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerinah 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 78); 

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah 

Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan Khusus pada Kegiatan Usaha 
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Pertambangan Mineral Logam dan Batubara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1123); 

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PERIZINAN DI BIDANG 

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini  yang dimaksud dengan: 

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya 

disebut IUP Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan 

untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, 

eksplorasi, dan studi kelayakan. 

2. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang 

selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, adalah izin usaha 

yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan 

penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di 

wilayah izin usaha pertambangan khusus. 

3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang 

selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, adalah izin 

usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP 

Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi 

produksi. 

4. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang 

selanjutnya disebut IUPK Operasi, adalah izin usaha 

yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK 

Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan kegiatan 

operasi produksi. 
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5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus 

untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang 

selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk 

pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha 

yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, 

dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang 

mineral atau batubara hasil olahannya. 

6. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya 

disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk 

melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan. 

7. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya 

disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada 

pemegang IUP. 

8. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang 

selanjutnya disingkat WIUPK, adalah wilayah yang 

diberikan kepada pemegang IUPK. 

9. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak 

di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan 

hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat 

BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang 

pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang 

pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya 

disingkat PMDN, adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia 

yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri 

dengan menggunakan modal dalam negeri. 

13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat 

PMA, adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia 

yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang 
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